L
FrrrrrrrrrrTrmrrryrrrTmm
Bl & W N . AT N

NASIONAL

— ) A N

INTERNASIONAL
Editor: th

Prof. Dr. Heryandi, 5.H., M.5.




X
rrrrrrrrrrrrmrTTmmrrr e
A MK AR A | AQUND

I

PERKEMBANGAN HUKUM

NASIONAL

INTERNASIONAL

Editor:
Prot. Dr. Heryandi, 5.H., M.S.



Hak cipta pails pemulia
Hak penerbitan pads pera i
Tidak boloh diprodeis: schagisn st scloribeym dalas hennsk spapes
Tanpa win teviulis dasi pengarang daniatau penerhit

Kumtipen Fasal 71 1
Sanksi polanggaran Undsog-wdang sk Cipin (UL Mo 10 Tahun 2007}

I, Barang siapa dessgan senjgajs dan tanpa hak melakukan perbsan sebagtimana dimaksud &alam
Pasel 2 ayal {1} atan Pasail (4% ayat (1) dem avai (2} dipidans desgom pidasa penjars masing-
masing paling singhat 1 (sstu) bulan dan‘mian denda paling sodikit Rop. 1. 000.000,00 {saiu jim
ragmah, alau pidana pemjara palmg lama 7 {eaph | tshin dan stz denda paling banvak Bp. 5
AHKLCHE ML [lima miliar napisi)

2. Heramgt siapu dengan sengajs mowplarkes, memameskan, mmgedarkee, mau menjual kepads
uiirsi eattn Ciptaan atws hasil barang hasil pelanggaran Hik Cipes san Hok Terkan sebagaima-
na dimsisinl sy | ) dipadana dengan pidsna penjars pafing kama 5 (lma) sahun damai dends
faling hanyek Rp. SO0 000000, 14 | lima rais juts nirish)



:1}_1-—-1._

PERKEVBANGAN HUKUM
NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar
Prof .Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.Hum

Editor:
Prof. Dr. Heryandi, 5.H., M.5.

Penulis :

Dr. Yuswanto, 5.H., M.Hum.
Muhtadi, 5.H.,M.H.
Yusdiyanto, 5.H.,M.H.

Prof. Dr. Heryandi, 5.H., M.5.
Desy Churul Aini, 5.H,, M.H.
Prof, Dr. Khaidir Anwar, 5.H.,M.Hum
Ahmad Syofyan, 5.H..M.H.
MHaek Siregar, 5.H., M.H.

Siti Azizah, 5.H., M.H.

Abdul Muthalib Tahar, 5.H., M.Hum.
Widya Krulinasari, 5.H., M.H
Bayu Sujadmikao, 5.H., M.H.
Melly Aida, 5.H., M.H.
Rehulina, 5.H.,M.H.

BP Jusivee Pulbifiafer
2015



FERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERN ASIHONAL

Prof. Dr, Hervandi, S.H., M.S. et.al

Dhterbitkan abel Susvice Piobiicher
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Li. 1 Gicdung O Fakubias Hakum

I Socinanin Brojonegore Mo | Gedung Menenp
Bandnr Lampumg 15145

Telp, (07210 TR0 Pesawar 401

Fax, (721 ) TO9%1 1

v T uilaac.id

vintal : pesticepublisher Mamiloi pmeil com

Diesaim caver & lay oun Mlulvinds

Hak cipta dilindungs Undang-ondang. Dalafany memperbaiyak buke mi
sehagian alay scluibnya. dalam bentuk dan dengan cars APAPIEN juga,
ik secara mckanis maupen elekironis, termasak folokapi, reknman,
dan bain-Inin fanpa o eeriulis dan peicrbil.

IsBN . g7R-boz-1071-38-0

Perpistakaan Maswonnal ; Katalog Balam Terbitn (50T

Hervandi,. cral

FERKEMBANGAN HUKLM NASIONAL DAY INTERNASMIMAL ¢ Prof,
D, Heryandi, 5.H., M.5, ci.nl

Ed. I, Cet, |, ~Handar Lampung: Tustice Publisher, 2014

248 il v ovip 15,5 5 25 om,



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Mya, sehingga penyusunan buku
ni dapat terlaksana.

Buku Ini menguraikan tentang Perkemnbangan Hukum Nasional
dan Internasional yang diperuntukkan sebagai bahan bacaan bagi
pemerhati fmw hukem, Buke Perkembangan Hukwem Masional dan
internasional merupakan kumpulan karya imiah dari dosen-cosen
Fakultas Hukum Universitass Lampung yang bensikan materi-maten
persembangan hukum nasional dan hukum intermasional kekimian,

Buku ini disusun sebagai persembahan atas dikukuhkannya Prof.
Dr. Khaidir Amar, 5H,, M.H., sebagal Guru Besar di Bagian Hukurm
Imternasional. Beliau sejak mengabdikan dirinya di almamater dikenal
sebagal sosok yang memiliki integritas tinggi dalam disiplin ilmunya
Sehingga buku yang dibuat oleh kolega merupakan bukti dedikasi beliau
terhadap perkembangan ilmu hukum yvang patut diapresiask.

Terima kasih kepada seluruh penulis dalam buku ini yang
telah memberikan heberapa catatan penyempurnaan naskah ini
Semoga buku ini bermanfaat hagl perkembangan imu hukum di
Indonesia.

kami menyadari penyusunan buku ini mungkin masih terdapat
kekurangan, Karema itu, kritk dan saran membangun diterima
dengan senang hati,

Bandar Lampung, 20 April 2015

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR 151.. wi
BAGIAN I : HUKUM NASIONAL

KONSTRUKSI DASAR HUBUNGAMN PUSAT-DAERAH DI INDONESIA

Dr Yuswantony S.H, MUH s s st serr s veressnns 1
POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KOMNSTITUSI
Mubitadi, SHMH e seressesesesesessssens 1B

SUDUT PANDANG HUKLM SEBAGAI SISTEM ALOKASI TERHADAP
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAM PIDANA AMAK
vusdivanto, 3 H.,MH o, i S R R SR R

BAGIAN Il : HUKLUM INTERMASIOMAL

FENCATURAN ALUR LAUT KEPULAUAN BERDASARKAN

KOMVEMNSI HUKUM LAUT 1982

AN IMPLEMENTASINYA DI INDOMESIA

Dr. Heryandi, 5.H., M.S., Desy Chural Aind, S.H., MM, 65

PERDEBATAN PERUSAHAAMN SEBAGAI SUBJEK HUKLUM
INTERMASIONAL BERDASARKAMN KONVENSI HUKUM LALUT 198
Dr. Khaidir Anwar, 5.H_,M_Hum, Ahmad Syofyan, S.H. M.H. oo, B I

Pengaturan Hukum Perdagangan Satwa Liar Dalam CITES dan
Implementasinga Dalam Hukum Masional
Maek Siregar, 5.H., M.H., St Azizab, SH, MoH. o i PR - '

KAJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDAMNGUNDANGAN YANG
BERKAITAMN DEMGAM HUKUM PERDATA INTERMASIOMAL
INDOMESIA

Abdul Muthalib Tahar, 5.H., M.Hum, Widva Krudinasari, 5,H., M.H_._.__.155

Copyright Infringement: DAM Techmologies and the Intermet
(International Frameworks and Business Practices, Part |

AL S ADMIK Y, BH M s i e e 205
PRINSIP MOST FAVORED NATION DALAM GEREMERAL AGREEMENT

ON TRADE IN SERVICES WORLD TRADE ORGANIZATIONS
Melly Aida B RERUNNG i i s eeee e eemrmrerseserar e es s ses ees e i5

nmmmmummmmu



PRINSIP MOST FAVORED NATION
DALAM GERENERAL AGREEMENT ON TRADE
IN SERVICES WORLD TRADE
ORGANIZATIONS

DHah: Melly Aida & Rehulina

A,  Pendahuluan

Liberalisasi perdagangan barang dam jasa merupakan salah satu
fenomena global yang dihasikan oleh konvensi perdagangan dunia
{World Trade Organization/wTa) vang yang dihasilkan oleh pertemuan
tingkat bingyi menteri setelah gapal berlakunva Isternational Trade
Crganization 1930.

WTO merupakan  perjanjian perdagangan yang paling luas
karena tidak hanya menyangut masalah perdagangan barang namun
fuga jasa, penamaman modal dan hak kekayaan intelektual {HKD)
Kesmpat  perjanjian WTO ini diatur  dalam arnexffampiran  pada
perpanjian W,

Annex It WTQ yaitu Ceneral Agreement on Trade in Services, yang
selanjutnya disebut dengan CATS merupakan suatu perianiian yang
relatif baru, GATS adalah hasil dari perundingan Uruguay Bound, dari
kurum wakiu 1986 sa mpal dengan 19493, dan juga merupakan perjianjian
perdagangan multilateral yang pertama di bidang jasa, selain itu GATS
merupakan hasil sustu proses panjang yang dimulai dengan imisiptif
Amerika Serikat saat Tokyo Rownd. Saat itu Amerika Serlkat mulai
berusaha meyakinkan para pesertz untuk mendukung prakarsanya

| Enseklomat Perdaganpsn dan Perndustnss Mulilaseml 1) fem Mulilaczral Rk
Kevangan dun Pembangussn Deguantemen Lusr Negen, vpoil, Blm |
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memasukkan Trade in Services dalam GATT. Usaha ini berhasil pada
tahun 1986 ketika diambil suatu keputusan yang tegas saat Deklaras
Punta Del Este tahun 19386,

Terbentuknya GATS sepertl ditegaskan dalam Deklarasi Punta
Del Este adalah untuk membentuk suatu kerangka prinsip-prinsip atau
aturan-aturan material mengenai perdagangan jasa. GATS terdiri atas 28
{dua puuh delapan) pasal dan 7 (tuhuh) Annex. dokumen-dokumen
penting dalam perangian GATS terdini atas; Scope and definitions, general
obligations and discipline, specific commitnent, progressive liberalization,
intwiticnal provision and final provisions.

Secara umum ketentuan vang diberiakukan secara umum dalam
GATS yaitu MFN [kadang disebut pula sebagai Non-Diskrimina 5i) dimtur
dalam Pasal 2 {1}, transparasi diafUr pada Pasal 3(3), bagian prosedural
herkaitan dengan ketentuan peraturan nasicnal Pasal & {2} dan [4) dan
pengakuan yang diatur pada Fasal 7 CATS.

Ketentuan umum yang berkaitan dengan MFN yang menipakan
singkatan darl Most Favored Natlon merupakan prinsip umum dalam
perjanjian internasional, Vienna Convention on the law of treaties 1969/
Korvens Wina 1969 pada pasa 35 mengatakan bahwa suatu kewajibar
yang timbul darl suatu perjan|ian intermasional dapat dibebankan
kepada suatu Negara ketiga, jika para pihak yang terikat pada perfanjian
itu memang bermaksud  demikian, dan  MNegara  ketiga  yang
bersangkutan secara tegas menyatakan menerima keweajiban o yang
dinyatakan secara tertuis,’ akan tetapi dalam praktek secara kasuistis
persetuhuan  pihak ketiga atas pembebanan kewajiban  berupa
persetujuan secara diam-dlam.’  Dilain pihak pemberian hak kepada
pihak ketiga (Pasal 36 Konvensi WINA 196g) menunjukan adarya sedikit
perbedaan dengan pasal 35, Pasal 36 (1) menyatakan babvwa [tka
perjanjian internasional membaerikan hak kepada Megara ketiga yang
hersumber darl ketentuan perjanjian jika para pihak yang terkait pada

TR Joko Provom, Dk Meedagvatga e (AT Wy, Biadan, PFeneriie Llnvversias
Dipanogarne Semwarang, Svoarung, 20041, kim. [GH
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perfanjian memang bermaksud membenkan hak tersebut baik kepada
satu Megara ketiga atau sekeompok Megara atau semua Megara dan
Megara ketiga harus menyetujumya.”

Pada pokokrya MFN merupakan suatu klavsula dalam suatu
perjanjian internasional yvang memberikan perlakean yang sama kepada
suatu negara ketiga sehubungan dengan suatu perjanjian yang telah
dibuat terdahule. Klausula MFM telab sejak lama digunakan oleh negara-
negara  salzh  satumya  oleh perfanjian  multilateral  di bidang
perdagangan perjanjian Warld Trode Organization [WTO) khususnya
pada Pasal 1, selain pada perjanjian utamanya terdapat pula arnex 18
WTO CATS pada Pasal 2,

General Agreement an Tariff and Trade (GATT) yang merupakan
peranfan pendabulu sebefurn terbentuknya WTO memuoat klawsula
MFM sebagai salah satu asas terpenting dalam kerangka aturanmya dan
dengan terbentuknya World Trade Organisation {WTO) pada tahun 1904
yang mengadopsi aturan-aturan GATT sebagai salah satu lampiranmya
maka klausula ini juga terikat dan dengan kata lain pembentukan WTO
menyepakaiti klausula MFN sebagai salah satu asas yang di taati oleh
para pihak. Tulisan ini hendak menawab bagamanakah pengaturan
dalam Korvensi Wina 1gbg mengenai perjanjian internasional yang
menggunakan klausula Most favoured notion dan bagaimanakah
penerapan klausula Most favored nation dalam kerangka World Trade
Crgaaization khususnya GATS.

B. KONVEMSI WINA 1969

Perjanjian Internasional merupakan sarana hubungan antar
negara vang penting, dimana di dalam perjanjiar tersebut masing-
masing pihak saling mengikat diri dan mengatur segala sesuatu yang
telah disetujui, Perjanjian Internasional pada prinsipnya hanya mengikat
pada pihak yang membuatnya dengan demikian perjanjian tersehut
tidak mengikat pihak ketiga, sebagaimana yang disebutkan dalam
peribahasa Romawid, "Pacta Tertifs Nec Nocent Nec Prosunt “yang artinya
perianjian tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga.




Mamun demikian atas persetujuan para pinak, ada kalanya suatu
perjanilan internasional tersebut memberikan hak-hak kepada pihak
ketiga. Perjanjian yang menyangkut pamberian hak-hak kepada pihak
ketiga ini disebut perjanjian dengan klausula The Most Favourd MNation
{MFHM).

Pada pokoknya, klausula MFN  merupakan prinsip  non-
diskrinvinasi diatara regara-negara” Prinsip ini memberikan syarat
bahwa suatu negara harus memberikan hak kepada negara lain
sebapaimana ia memberikan hak serupa pada negara lain’,

Penerapan perjanjian internasional dengan klausula MFN, maka
negara-negara yang terikat pada perjanjian tersebut akan meamberikan
keuntungan-keuntungan yang sama kepada suatu negara ketiga yang
akan ikut serta, sebagaimana yang telab diberikan kepada peserta
lainrmya. Peranjian internasional dengan klausula MFN pada prinsipnya
merupakan periangan internasional yang memberikan hak kepada suatu
regara ketiga. Jadi negara yang sebelumnya bukan merupakan peserta
darl suatu perjamjian Intermasional dapat menuntut hak-hak yang
disebutkan dalam perjanjian.

Pengaturan secara khusus tentang klausula MFN adalah adanya
usaha yang dilakukan obeh International Law Commission {ILC) untuk
mengkodifikasi atwran mengenai klausula MEN yang telah mulai
dibicarakan sejak tahun 1946. Pada mulanya hal ini tidak dianggap periu
untuk penyusunan suatu ketentuan tertentu, tetapi hal ini juga
dimungkinkan untuk melakukan suatu penyelidikan/studi mengena
klausula ini pada masa yang akan datang. Hal ini dapat terlihat pada
perkembangan selanjutnya tahun 1967, ILC memulal suatu studi tenlang
klausula MFN. Juli 1978, ILC berhasit menyelesaikan suatu konsep
mengenai klausula MFN sebagai dasar ketentuannya yang memuat 30
pasal, Klausula MFN disusun sebagai salah satu aspek hukum perjanjian
dan aleh karena itu tetap berpedoman pada ruang lingkup hukum

"V huals Adlinl, flafawn Ebaer rernrenveel SeanrFangannar, PT. RapCiiafindo, Inkara
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penanjian internasional sebagaimana yang telah dikodifikasi pada
Korvensi Wina 1969,"

Konsep yang masih merupakan sehuah resolusi ity (belum
merupakan suatu kodifikasi) pengertian tentang kausula MFN dijelaskan
dalam pasal 4 yang berbunyi:

" A most Fovored nation cleuse Is g reaty provision where g state
urder takes an obligation toward anather state to accord meost
Favored nation treatment in an agreed sphere or relations,

Artinya: Ketentuan MFN adalah suatu ketentuan dimana suatu
negara mempunyai kewajiban atas negara lain untuek memberkan
tindakan yang lebih baikjmenguntungkan dalam suatu ruang fingkup
hubungan yang telah  disetujul. Inti dari perjanjian dengan klausula
MFMN ini adalah memberikan perlakian yang sama terhadap negara lain
yang bukan peserta darl suatu perjanjian yang telah dibuat dengan
sudtu negara lain. Perlakuan yang sama disini maksudnya adalah dengan
memberikan  kelonggaran-kelonggaran  ataupun  keuntungan:
keuntungan seperts yang telah diterima oleh negara peserta peranjian
terdahulu, misalkan, Indonesia mengadakan perjanjian dengan lepang
yang berisi klausula MFN dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa
karet Indonesia yang diekspor ke Jepang dikenakan tarif 5% dan
terhadap Ajinomota vang di impor dar Jepang dikenakan ok pula.
kemudian Indonesia mengadakan perjanjian dengan India, dalam hal
perdagangan karet, dimana terhadap ekspor karet Indonesia yang
masuk ke India juga dikenakan tarif 4% dan secara timbal balik wntuk
suatu komoditi India yang masuk ke indonesia juga dikenakan tarif 4%
jWga. Dalam  hal i Jepang dapat menuntut  Indonesia  untuk
menurunkan tarifnya menjadi 4% juga seperti yang diberikan Indonesia
kepada India, Dari contoh diatas dapat kita simpulkan bahwa perjanjian
dengan Klausula MFN  haruslah  dilakukan dalam  bidang  yang
samaltertentu dan akeh karena perjanjian antara Indonesia dan Jepang




mengndung Klausula MFN, maka Jepang dapat menuntu Indonesia
yritulk menurunkan tarifmya,”

Secara historls penggunaan klausula MFM telah dipakal sejak
abad VI, dimana bentuknya ada dua yaitu bersyarat dan tidak
bersyarat.” Perjanjian internasional dengan klausula MFN - yang
bersyarat maksudnya terhadap suatu perjanjian imternasonal yang telah
ada sebelumnya, maka pihak ketiga tidak dapat dengan segera untuk
menuntut keuntungan-keuntungan darl perjanjian tersebut, Dibutublkan
suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga untuk dapat
terikatinya dalam perjanjian.

Perjanjian dengan klausula MFN beryarat rmerupakan hal yang
khusis, terutama yang dianut oleh Amerika Serikat sebelum tahun 1923.
Hal inl dapat terihat dan salah satu perjanpan antara armerika dengan
Prancis pada tahun 1778, Dalam pasal @ perjanjlannya mienyebutkan
perjanjian mereka merupakan perjanjian yang menggunakan klausula
KFM hersyarat.”

Penggunan klausula MFN yang tidak bersyarat sudah lazin
dipakai. Femberian hak dan kewajiban kepada pihak ketiga dalam suwatu
pEraniian internasional tidak memerlekan persyaratan-persyaratan
tertentu. Pihak ketiga dapat secara langsung roenikmatl keurtursgan-
keuntungan yang sama yang telah diperofeh para pihak sebelumnya.

Suatu hal yang menarik dalam perjanjian dengan kiausula MFN
adalah apabila suatu perfanjian dengan klausula MFN sudah berakhir
dan kaitannya dengan pihak ketiga. Dalam hal ini pengakhiran suatu
perjaniian internasional dengan klausula MFN yang melibatkan pihak
ketiga adalah tergantung pada isi perjanjian yang bersangkutan. Jika
tidak disebutkan dalam ketentuan perjanjian mengenal pengakhizannya,
maka penyelesaiannya diserahkan pada penafsiran terhadap perjanjian
oleh para pihak.

Wy fieals Adold, Mok Ekosomi federnasionin, Siem Pengaenr, Cp0i, hal. 11
Ui Mg, The Faw of Treases, Clarendom Press, Oxgord, 19401, hal, 276
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C. Penerapan MFN dalam Perjanjian perdagangan Jasa (CATS) dalam
World Trade Organisation (WTO)

Salah satu perfanjian antar negara dalam bidanmg perdagangan
yang menggunakan klausula MFN terdapat dalam General Agreement on
Tariff and Trade 1948 [GATT) vaitu perjanjian multilateral yang memuat
aturan-aturan umum  mengenai  tarf dan perdagangan. Dengan
terbentuknya  orgamisasi  perdagangan  dunia [Waorld  Troade
Organisastion®WTO) schagai hasil perundingan anggota GATT di
Uruguay pada tabun 1994  ditetapkan babwa  ketentuan  CATT
merupakan bagian dari WO,

Blausula MFN merupakan salah satu prinsip utama dalam GATT
yang mengatur perdagangan barang. Pada pokoknya konsep MEM Ind
dalah  prinsip nondiskriminask f antara negara-negara.  Kaidah
memberikan syarat bahwa suatu negara harus memberikan hak kepada
negara lainnya sebagaimana halnya la memberikan hak serupa kepada
negara ketiga” MFN juga menjadi prioritas dalam  Persetujuan
Perdagangan bidang Jasa (Pasal 2 General Agreement on Tariff in
Services{GATS) dan Persetujuan Perdagangan yang terkait dengan hak
atas kekayaan intelektual (Fasal 4 Trade Reloted Aspects of Intellectual
Praperty RightsTRIPs L

Pada bidang jasa, sebuah megara diperbolehkan mengadakan
diskriminasi dalam batas-batas tertentu, Pengecualian ini diperbolehkan
dalam kondis-kendisi tertentu. Secara umum MFN diartikan bahwa
setiap kali suatu negara mengurangl hambatan perdagangan dan
mermbuka pasarnya, maka negara tersebut harus melakukan hal yang
sama terhadap negara mitranya, baik negara itu kaya atau miskin, kuat
atau lemah,

Pengecualian lain terhadap pelaksanaan klawsula MFN adalzh
berkaitan dengan sistem preferensi umum [Generalised Spstem of
Preferences/GSF) yaitu suatu sisterm untuk membantu  pertumbuban

* Fluala Al SpoCi, kal 50
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ekonomi negara-negara sedang berkembang,” yang ditetapkan mulai
tahun 1971, Dalam pengecualian ini maka negara-negara anggota CATT
pang sudah maju dapat memberikan perlakuan tarif yang lebih lunak
atau menghilangkan sama sekali, terhadap produk-produk impor dari
negara-negara sedang dari pada produk-produk yangs sama dari negara
maju untuk jangka waktu tertentu yaitu 10 Eahun.

0. GATS

Prinsip MFN dikenal juga sebagai prinsip non-diskriminasi, MFN
merupakan suatu kewaliban umum (general obligation) dalam GATS.
Kewaban i bersifat  segera  (Immediotely) dan  otomatis
{unconditionall)™ Adapun pengaturan mengenai prinsip MFN dalam
ketentuan GATS diatur dalam ketestuan GATS Pasal 2[2)

“with respect to any measure covered by this Agreement, each
Member shall accord immediately and unconditionally to services
ard service suppliers of any other Member treatment no jess
fovourdble that it accords to like services and service suppliers of
any other country, a Member may maintain 4 measune
inconsistent with paragraph 1 provided that such o medsure is
fisted (n, and meets the conditions of, the Annex on Article I
Exemptions, the provisions of this Agreement shall not be so
construed as to prevent any Member from conferring of according
advantages to adjacent countries in order to focilitate exchanges
fimited to contiguous fromtier zones of services that are both
focally produced and consumed

MFN adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada suatu
Megara yang juga harus diberikan kepada negara lain. Berdasarkan
prinsip MFN maka GATS menghendaki adanya kesetaraan kesempataan
bagi produk jasa dan penyedia jasa dari negara-negasa anggota. Dalam
GATS jika suatu Negara memperbotehkan pihak asing bersaing dalam

Y Huata Adalf dan A& Cliandawulan, Sasalak- Afpraimk Huban dalam Perdepamgan
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suatu sektor, kesempatan yang sama harus diberikan untuk pengusaha
jasa dari negara anggota lainya,

Prinsip ini mensyaratkan bagi suatu pemerintah untuk tidak
memberikan perlakuan diskriminasi antara jasa dan pemberi jasa dari
negara-negara lainmya. Setiap tindakan yang mendiskriminasikan antara
jasa dan pemasok jasa suatu Megara asing dan pemasak jasa asimg
lainnya bertentangan dengan persetujuan GATS, Konsekuensi logis
dianutnya prinsip MFN oleh GATS adalah setiap tindakan regara
Aangeota yang menimbuklan diskriminasi terhadap sesama pemasok jasa
asing, bertentangan dengan GATS, kecuali telah disjukan pangecualian
sementars terhadap penerapan MFM,

lTerdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam rangka
penerapan prinsip MEN" -

Lo Prinsip MFN berdasarkan ketemtuan GATS hanya dapat
diberdakukan terhadap peraturan dalam negerl negara
@NgEOta yang tercakup dalam ruang lingkup CATS.
Peraturan dalam negeri negara anggata dalam hal ini tidak
hanya terbatas pade peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat ataupun pemerntah Yang berwenang,
melainkan termasuk pula peraturan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah atau lembaga swadaya masvarakat atas
wewenang dari pemerintah. Peraturan dalam negeri ini
dapat berupa undang-undang, regulasi, aturan, prosedur,
keputusan  administrative  ataupun divujudkan  dalam
bentuk lain. Dengan demikian suatu peraturan  dapat
dikatakan tercakup dalam ruang lingkup GATS apabila
peraturan tersebut berdampak pada perdagangan jasa,
meskipun peraturan tersebul mengatur hal varg  lain
sebagai-mana keputusan Appeliate body. Lebih lanjut, Pasal
24 GATS menyebutkan beberapa contoh peraturan yang
tercakup dalam ruang lingkup CATS, vakni yang mengatur
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mengenai pembelian, pembayaran atau penggunaan produk
jasa akses atau penggunaan produk jasa, terkait dengan
penyedia jasa, yang ditgnjukan untuk umum; serta nilas
womersial dari individu sebagai penyedia jasa di Negara lain.

Penerapan prinsip MFN dalam ketentuan GATS hanya dapat
diberlakukan terhadap produk jasa atau penyedia jasa yang
termasuk  kedalam “like services™ atau “like service
suppliers', Karenanya terhadap produk (asa atau penyedia
jasa yang tidak termasuk dalam “like services” atau “like
service suppliers” dimungkinkan untuk diberikan perlakuan
yang berbeda. Pada dasamya ketentuan CATS tidak
memberikan defenisi tertentu mengenal jasa. Hanya saja
dalarm Pasal 1 ayat 3 huryf c dikategonkan mengenal sektor
jasa yang termasuk dalam pengaturan GATS yakni sektor
iasa yang bukan termasuk sektor yang dixuasai dan dikelala
oleh pemerintah, GATS memberikan detenisi terhadap
penvedia jasa sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf g.
pasal 2Bg. Penyedia [asa adalah setiap orang yang
menyediakan  asa  termasuk  subjek hukum  yang
menyediakan jasa dalam bentuk nilai komersial berupa
kantor perwakilan atau kantor cabang. Lebih lanjut GATS
ternyata tidak memberikan defenisi mengnai “like services”
atau “like services supplier”, sehingga penentuan mengenal
apa yang dimaksud dengan “like services atau lke service
supplaer ditentukan berdasarkan kasakteristik darl produk
jasa ataupun penyedia jasa yang bersangkutan atau
bordasarkan klasifikasi dan deskripsi dari |asa menurut
United Mations Sentral Product Clasivication [CPC) atau pun
berdasarkan prilaku konsumen [asa itu sendin

Menerapkan primsip MFM berarti memberikan perlakuan
yang tidak lebih menguntungkan terhadap prod uk jasa atau
penyedia jasa lokal dibandingkan dengan perlakukan yang
diberikan terhadap produk [ass taupun penyedia jasa dari
Megara lain,




Terhadap penerapan prinsip MFN juga terdapat pengecualian yang
diatur dalam Pasal 2 {2) GATS.

A member may maintain 0 masure in consistenc with peragraph
ore provided that such a masure is fisted in, and meets the
condition of the annex on article | exemption.

Berdasarkan Pasal 1 (1) diatas negara anggata  dapat
mengecualikan penerapan prinsip MFN pada peraturan dalam negerinya
dengan syarat peraturan tersebut termasuk dalam kategori yang diatur
dalam aturan tambahan (Annex). Pengecualian pada Pasal 2 ini adalah
pengecualian yang difokuskan pada sektor jasa transportasi (terutarma
maritim), kemunikasi (sebagian besar pada audio visual), kewangan dan
Bilsnis.

Suatu mnegara Walam  melakukan hibungan perdagangan
imtermasional  berdasarkan kepentingan  nasionalnya dapat
mempertahankan tindakan tindakan yang tidak sejalan dengan Pasal 2
ayat t GATS [{MFN Clause), sepanjang tindakan tersebut di daftarkan
atau  di cantumkan dalam  daftar pengecuakian  (Exmption  lise).
Pengecualian terhadap prinsip MFN inl  dilakukan dengan  cara
memberikan notifikasl, oleh negara anggota yang berisikan deskripsi
dari sektor yang dikecualikan; deskripsi dari peraturan vang dikecualikan
berserta alasanyn negara-negara yang dikecuaiikan dari penerapan
prinsip MEN jangka wakte pemberlakuan pengcuakin tersebut dan
kondisi yang menyebabkan suatu Megara menerpak  pengecualian
tersebut terhadap prinsip MFN_'®

Megara  yang  menghendaki  perlakuan  yang  lebik
menguntungkan terhadap suatu Negara diberi kesempatan untuk
mefakukanya dengan cara mencatatkan pengecualia MFM sehelum
mengimplementasikan perjanjian  GATS, Lampiran khusus mengenai
pengecualian tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian CATS dan berlaku saat diberlaku kannya penanjian CATS.
Sedangkan setiap pengecualian bary yang didaftarkan sesudah
berlakunya persetujuan pendirlan WTO akan dikenakan pasal g [3)
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persetuajuan pendrian WTO." pengecualian tersebut akan ditinjau aleh
dewan perdagangan jasa (Council For Trade In Services) setelah jangka
waktu 5 tahun sejak berlakunya persetujuan.” Pengecualian tersebut
tidak boleh melebiht jangka waktu 10 tahun. Apablla terdapat hal-hal
tertentu |ainya, dapat di negosiasikan pada perundingan liberalisasi
perdagangan berikutrya™

Pada prinsipnya, pengecualian tersebut tidak boleh melebibi
kurun wakti 10 tahun terhitung sejak berlaku efektifnys ketentuan
GATS, yaknl pada tanggal + Januari 1995. Oleh karena itu pada Lruln
Januari 2005 lalu, seharusnya semua pengecualian sebagaimana yang
diatur dalam pasal z (2] telah berakhir

Ketentuan Pasal 3{1) CATS dapat dikatakan bahwa sistemn GATS
memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk menyim-pang dari
kewajiban MFN, Suatu negara anggota dapat memberikan perlakuan
yang lebih baik atas suatu sektor jasa kepada satu atau beberapa
anggota. Akan tetap suatu negara tidak dapat diperkenankan untuk
memberikan periakukan yang lebih buruk dan yang dicanatumkan
dalarm scadule of commitment [SoC) kepada satu atau beberapa negara
anggota, Pengecualian Il banyak umumnya ditenjukan  sebagal
fustifikas: bagi prefensi perdagangan di tingkat regional dan Free Tracde
Area (FTA). Saat ini lebih dari B0 negara anggota mengunakan
pengecualian ini.

Penerapan prinsip MFN juga memiliki pengecualian berdasarkan
Pasal 2(3) GATS dan Pasal 13 (1) GATS. Pasal 2 (3) GATS menyatakan
hahwa penerapan prinsip MFN  dapat dikesampingkan dalam
perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara-negara lain yang
seperbatasan wilayah, (Adjgcent countries). Kemudahan-kemudahan
tersebut dapat diberikan bagi perdagangn jasa yang diproduksi oleh
perbatasan setemnpat,” sedangkan pasal 13 (1) GATS menyatakan bahwa
prinsnsip MFMN seperti diatur dalam Pasal 2 tidak berlaku wntuk
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peraturan atau persyaratan yang mengatur perdagangan jasa yang
dilakukan permmerintah untuk kepentingan pemerintah dan tidak wntuk
tujuan dijual kembali atau digenskan sebagai penyedia jasa untuk tujuan
komersial.” Jasa yang diberkan dalam kaitanya dengan pemenntah
adalah jasa4asa yang diberican tidak secara komersial maupun dalam
persaingan dengan satu atau lzbih penyedia [asa

E. PEMUTLIP
A, Simpulan

. MFN merupakon ketertuan umum dalam  perdagangan
internasional, Konvensi Wina 1969 tentang perfanjian
internasional juga mengatur dalam hal ini,

2. Perdagangan jasa yang perjanjlannya terorgamisic pada
Annex 1B perjanjian WTOD vang discbut sebagai CATS
mengatur ketentuan MFM sebagai salah satu prinsipnyva.
Terhadap klausula MFN, GATS memberikan pengecualian
penerapan bagi Megara berkembang dam Less Developing
Countries dengan mencantumkan pengecualiannya pada
daftar  Pengecualian  (Exemption  List) dan, ataw
menyampainkan kepeda Councll For Trode In Services.

B. Saram

1. Reikutsertaan negara-negara dalam perjanjian WTO Lasas
iskad baik Penerapan pengecualian Klausula MFN bidak
dapat digunakan secara sembarangkan dikarenakan
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